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PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024
KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

a. Peta Kerawanan Pemilihan 2024
Bawaslu Kota Sawahlunto dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia.
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 4 indikator kerawanan yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Sawahlunto. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebgaimana tabel dibawah.

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP
	No
	Indikator
	Skor
	Isu
	Tahapan

	1
	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI
	12,98
	Ketidaknetralan ASN
	Kampanye

	2
	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada
	1,74
	Adanya kesalahan metode penghitungan suara yang mengakibatkan selisih hasil penghitungan suara dan surat suara yang digunakan
	Pemungutan, penghitungan dan rekapituasi hasi penghitungan suara

	3
	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP
	0,3
	Terdapat pemilih potensial yang belum memiliki KTP-E
	Pemutakhiran data pemilih

	4
	Adanya pemilihan suara ulang
	0,16
	Terjadinya selisih hasil penghitungan suara dengan surat suara sah dan tidak sah
	Pemungutan, penghitungan dan rekapituasi hasi penghitungan suara.



Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilu 2024
	No
	Indikator / Kerawanan
	Jumlah Kejadian
	Isu
	Tahapan

	1
	Adanya Penghitungan Suara Ulang?
	1
	Terdapat selisih hasil penghitungan suara dan surat suara yang digunakan
	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

	2
	Adanya Pemungutan Suara Ulang
	1
	Adanya calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Irman Gusman yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh (MK)
	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
Pemungutan Dan  Penghitungan Suara.

	3
	Adanya putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara  Pemilu melanggar kode etik
	1
	Terjadinya perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Lembah Segar
	Non Tahapan



b. Analisis Kerawanan Pemilihan 2024
1. Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI
Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Sawahlunto pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terkait ketidaknetralan ASN. Bawaslu Kota Sawahlunto yang saat itu masih Bernama Panwaslu Kota Sawahlunto menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) melalui surat rekomendasi Nomor : 01/LP/Kec/03.06/IV/2018 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatus Sipil Negara (ASN)  di lingkungan Pemerintah Daera Kota Sawahlunto  Provinsi Sumatera Barat. Surat rekomendasi tersebut berdasarkan temuan Panwaslu Kota Sawahlunto pad atemuan Nomor : 01/TM/Kot/03.06/V/2018. Temuan Panwaslu Kota Sawahlunto pada tanggal 20 Mei 2018 temuan Adanya ASN yang memberikan Komentar dan Like di status dan foto salah satu Pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Like dan Komentar dilakukan Oleh terlapor di Media Sosial Facebook menggunkan akun pribadi, 
Berdasarkan kasus diatas keterlibatan ASN pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di Kota Sawahlunto tidak dapat dipungkiri Conflict of Interest Peserta dengan Pejabat yang memiliki kekuasa sering terjadi, terlebih menjadi perhatian bersama terhadap Pejabat Petahanan yang Kembali ikut dalam kontestasi Pemilihan yang akan datang. Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan Masyarakat. Netralitas ASN juga mejadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum.

2. Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/pilkada
a. Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat penghitungan suara ulang pada Pemilu 2019 berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran Bawaslu Kota Sawahlunto pada Pemilu serentak tahun 2019 terkait dengan penghitungan suara ulang di TPS. Penghitungan suara ulang yang dilakukan di 16 TPS yang tersebar pada wilayah sebagai berikut :
· TPS 2 dan 3 Desa Santur
· TPS 1 Kelurahan Aur Mulyo
· TPS 1 Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
· TPS 2 Kubang Utara Sikabu
· TPS 1 dan 2 Kelurahan Pasar
· TPS 3 Pasar Kubang 
· TPS 1,2,3,4 Desa Kubang Utara Sikabu (DPRD Kota, DPRD Prov, DPD RI, DPR RI)
· TPS 4 Kelurahan Pasar
· TPS 4 Kelurahan Tanah Lapang
· TPS 5 Desa Lunto Barat
· TPS 4 Desa Silungkang Tigo
Penyebab terjadinya penghitungan suara ulang di 16 TPS tersebut dikarenakan adanya kesalahan metode penghitungan suara dimana Pengawas Kelurahan Desa (PKD) menganalisa Form C-1 Plano serta Salinan Form Model C-1 yang diterima dari KPPS. Dari hasil Analisa tersebut terdapat ketidak singkronan dan menyebabkan adanya penggelembungan jumlah suara. Selain itu juga terdapat selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang hadir. Berdasrkan kasus-kasus tersebut menjadi dasar bagi panwaslu Kecamatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang.
b.  	Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat penghitungan suara ulang pada Pemilu 2024. Penghitungan suara ulang terjadi di 1 (satu) TPS yaitu pada TPS 2 Desa Kolok Nan Tuo dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih yang datang ke TPS yang berjumlah sebanyak 213 pemilih sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 214 suara.
Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan penyebab terjadinya pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu dan Pemilihan dikarenakan pemahaman yang berbeda dan kekurang telitian penyeenggara dalam pengadminsitrasian proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

3. Adanya Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP
Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat  penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP. Hal ini menjadi perhatian bersama bagi penyelenggara Pemilu dengan Disdukcapil pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Berdasarkan hasil Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah tahun 2018 data tersebut berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor : 065/BA/IV/2018 tentang Daftar Pemillih Potensial Non KTP-Elektronik Kota Sawahlunto pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 tanggal 17 April 2018 terdapat 2751 pemilih potensial Non KTP-E yang tersebar di empat Kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut :
Kecamatan Barangin 655
Kecamatan Lembah Segar 455
Kecamatan Talawi 837
Kecamatan Silungkang 804.
Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 kembali Bawaslu Kota Sawahlunto menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Sawahlunto berkenaan dengan pemilih non KTP-el tersebut. Saran perbaikan disampaiakan melalui surat saran perbaikan Nomor : 217/PM.00.02/K.SB-18/06/2023 yang memuat pemilih MS yang belum masuk dan pemilih TMS yang masih masuk dalam daftar pemilih. Secara keseluruhan terdapat 281 data yang disampaikan kepada KPU Kota Sawahlunto. Untuk pemilih potensial non KTP-el sendiri sebanyak 68 pemilih.
Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan penyebab adanya Pemilih MS yang belum masuk daam daftar pemilih dan pemiih TMS yang belum dikeluarkan dari daftar pemilih adalah masih kurangnya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder terkait seperti Disdukcapil dan pihak sekolah dalam pemutakhiran data pemilih serta masih rendahnya kesadaran calon pemilih terhadap data pemilih sehingga abai terhadap hak pilih pada Pemilu dan Pemilihan.

4. Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada
Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat penghitungan suara ulang. Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 13 .00 WIB, bertempat di TPS 11 Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang, pada saat tahapan penghitungan suara untuk kotak suara Presiden dan Wakil Presiden ketika membuka Kotak Suara dan menghitung jumlah surat suara KPPS menemukan perbedaan jumlah surat suara dengan jumlah daftar hadir pemilih yaitu surat suara ditemukan sejumlah 199 sedangkan untuk daftar hadir (DPT 189, DPTb 6 dan DPK 2) berjumlah 197 pemilih sehingga terjadi selisih 2 surat suara. Dengan dasar temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Silungkang merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Silungkang unuk melakukan pemungutan suara ulang melalui surat rekomendasi nomor : 026/K.BAWASLU-SB.18.03/IV/2019.
Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan penyebab terjadinya pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu dan Pemilihan dikarenakan pemahaman yang berbeda dan kekurang telitian penyeenggara dalam pengadminsitrasian proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

5.	Adanya putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu melanggar kode etik?
	Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu melanggar kode etik yang terjadi pada Pemilu tahun 2024 tersebut tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto atas nama Mitsu Pardede terhadap Anggota Panwaslu Kecamatan Lembah Segar atas nama Fitri Yanti. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Januari 2024 yang kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Nomor Pengaduan : 48-P/L-DKPP/III/2024 dan kemudian diregistrasi oleh DKPP dengan Nomor Perkara : 46-PKE-DKPP/III/2024. Kemudian dilakukan sidang pada tanggal 2 Mei 2024 dan diputuskan diberikan “Peringatan Keras Terakhir” pada sidang yang dilaksanakan oleh DKPP RI pada tanggal 28 Juni 2024.

6.  Adanya Pemungutan Suara Ulang 
Berdasarkan isu kerawanan diatas terdapat  pemungutan suara ulan gyang berawal dari gugatan Irman Gusman yang sebelumnya merupakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat, dan juga merupakan eks narapidana kasus korupsi. Irman Gusman mengajukan gugatan  kepada MK terkait pencoretan namanya dalam dalam Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1563/2023. Akibatnya Irman Gusman kehilangan hak untuk mencalonkan diri (right to be candidate) pada Pemilu 2024. Status Irman Gusman yang semula MS berubah menjadi TMS dalam DCT akibat laporan dari masyarakat. Akhirnya, permohonan Irman Gusman dikabulkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang menyebabkan terjadinya PSU di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian pemungutan suara di Kota Sawahlunto dilakukan diseluruh TPS yang ada di Kota Sawahlunto pada Pemilu 2024 yakni berjumlah 208 TPS. 
Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan penyebab terjadinya pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kota Sawahlunto merupakan lemahnya pemahaman terhadap aturan terkait sehingga mengakibatkan dirugikannya salah satu calon yang mendaftar sebagai caon anggota DPD. Untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut terjadi dimasa yang akan datang perlu dilakukannya himbauan serta koordinasi pihak-pihak terkait.

c. Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)
Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 adalah tentunya untuk :
1) Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024, 
2) Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024, 
3) Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena hal tersebut dengan adanya 5 (lima) isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. 

Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

	No
	Potensi Kerawanan
	Langkah Antisipasi

	1
	Tahapan Pemutakhiran Daftar
Pemilih :
a) Adanya penduduk potensial tapi tidak memiliki E-KTP.
b) Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT.
c) Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT.
	a. Melakukan koordinasi dengan Dukcapil, KPU serta Perangkat Desa terkait warga yang sudah memiliki hak Pilih;
b. Melakukan patroli dan membuka posko aduan masyarakat untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari Pemilihan;
b. Melakukan pengawasan melekat dan uji petik terhadap kinerja jajaran KPU;
c. d. Melakukan sosialisai melalui pendekatan kepada Masyarakat dengan cara mengadakan forum warga.

	2
	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI.
	a. Melakukan Kerjasama dengan Stakeholder untuk melakukan patrol pengawasan;
b. Mengoptimalkan pelibatan Kader-kader Pengawasan Partisipatif;
b. Melakukan sosialisasi secara formal dan informal kepada pihak terkait dan Masyarakat mengenai hal yang boleh dan yang dilarang pada tahapan kampanye;
c. Membuka posko aduan Masyarakat.

	3
	Pemungutan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

	a. Melakukan peningkatan kapasitas jajaran Pengawas dan pelatihan saksi parpol;
b. Mengeluarkan surat Pencegahan kepada pihak yang terkait;
c. Mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

	4
	Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu
	a. Melakukan pemantauan dan pembinaan jajaran penyelenggara pemilu;
b. Melakukan himbauan kepada penyelenggara pemilu.



d. Kesimpulan
Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana diatas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat 4 (empat) isu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, diantaranya:
1) Ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI
2) Penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada
3) Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP
4) Adanya pemilihan suara ulang
2.  Dari hasil pemetaan kerawaan yang telah dilakukan dapat ditentukan Langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadi pelanggaran pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:
1) Melakukan himbauan kepada semua pihak
2) Melakukan Rapat Koordiansi dengan stakeholder terkait
3) Melakukan sosialisasi secara massif
4) Melakukan Patroli Pengawasan
Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024
Provinsi Suamtera Barat
Kota Sawahlunto

Skor	
Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan SN/TNI/POLRI	Adanya Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	Adanya Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-KTP	Adanya Adanya pemilihan suara ulang	12.98	1.74	0.3	0.16	
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